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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 172 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG 
PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI 

KABUPATEN BANDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa pengaturan  penghasilan tetap bagi kepala desa 
dan perangkat desa di Kabupaten Bandung telah 
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 
2017 Tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa Dan 
Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung;  

b. bahwa pengaturan mengenai penghasilan tetap bagi 
kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Bandung 
yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 
2017 Tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa Dan 
Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung, sudah diatur 
juga dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan 
Desa di Kabupaten Bandung  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 
2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana 
Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung  sehingga 
dapat menimbulkan dualisme pengaturan yang tidak 
sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik sehingga, ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Pencabutan Peraturan Bupati Bandung tentang 
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 Tentang 
Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa 
Di Kabupaten Bandung; 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



- 2 - 
 

Indonesia Nomor 5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 569); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Nomro 21). 
 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENCABUTAN                                                
PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG 
PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT 
DESA DI KABUPATEN BANDUNG. 

   

Pasal 1 
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penghasilan 
Tetap Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten 

Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 
Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 
Ditetapkan di Soreang 
pada tanggal 31 Desember 2021 
 
     BUPATI BANDUNG, 

 
 
  ttd 
 
 M. DADANG SUPRIATNA 
 

     
Diundangkan di Soreang 
pada tanggal 31 Desember 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG, 
 
 
    ttd 
 
    CAKRA AMIYANA   
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 172 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

 
 

 

YANA ROSMIANA, S.H.M.H 

Pembina  

NIP. 196901011999012001 

 


